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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Unit Tipiter II melakukan penegakan hukum 

dengan melakukan pencegahan hukum dengan melakukan pencegahan dan 

penanganan yang sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang. 

2. Hambatan yang dialami Polresta Padang terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Yang pertama, sarana dan fasilitas, kedua, masyarakat, ketiga, lokasi 

transportasi bahan bakar minyak subsidi ini berubah-ubah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan 

saran antara lain: 

1. Agar di wilayah Kota Padang kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM 

bersubsidi harus ditangani secara serius. Kepolisian harus memperhatikan 

pelaku masyarakat untuk mencegah kejahatan berikutnya. 

2. Agar untuk mengatasi hambatan diperlukan peningkatan hukum yang 

berwenang dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam untuk mengatasi 

hambatan penegakan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan 

BBm bersubsidi. 
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